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Abstract

Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konséministrasi yang digunakan oleh Dinas
Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasatkarjanya. Namun atas perbedaan ketiga
kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan takiblum artinya bagi koperasi yang
diklasifikasikan pasif karena tidak pernah melaldan rapat anggota tidak menyebabkan
koperasi yang bersangkutan kehilanagan status dadarmnya, demikian juga bagi koperasi
beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkoparakedua klasifikasi koperasi tersebut tidak
memenuhi kriteria sebagai koperasi berbadan hokum.

Kata kunci: Koperasi pasif dan beku, badan hukum

PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 terdapat 563 (Dinas Koperasi 8otakarta 2008) koperasi yang terdaftar
di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Koperassebut terdiri dari Koperasi Serba
Usaha, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Kargayaag ada di perusahaan atau instansi-

instansi pemerintah, dan jumlah ini terbagi dalapéetasi primer dan sekunder.

Menyimak pertumbuhan koperasi primer berbadan huktang ada di wilayah kota
Surakarta, tampak perubahan yang cenderung menRada tahun 2005 jumlah koperasi baru
mencapai 63, tahun 2006 terdapat 52 koperasi bainun 2007 terdaftar 32 koperasi baru,
dan pada tahun 2008 hanya ada 8 (Dinas Koperdsi arakarta 2008) koperasi baru yang
terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota SurakaKa&cenderungan menurunnya jumlah
koperasi baru disebabkan kebijakan Dinas untuk neekepat persyaratan pendaftaran koperasi,
mengingat pada waktu bersamaan kasus penyalangukaperasi oleh pengurus justru

meningkat (Data sekunder dari sie Kelembagaan DMoaggasi dan UKM).

Pada tahun 2008, Dinas Koperasi dan UKM melakukareksi yang teliti terhadap
persyaratan koperasi yang akan didirikan, sehinggktu yang diperlukan lebih lama untuk
memperoleh data yang sebenarnya berkenaan deogernaki yang mengajukan permohonan
status badan hukum. Kehati-hatian ini dilakukanr ggenyimpangan yang berkenaan dengan
keanggotaan fiktif dan penyalahgunaan badan hulaperasi dapat dihindari.
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Banyaknya jumlah koperasi primer berbadan hukumgmeafikasikan bahwa masyarakat
lebih tertarik membentuk koperasi daripada badahaidainnya. Selain prosesnya sederhana,
biaya pendirian murah, jenis usaha yang dapakukkn luas dan statusnya sebagai badan
hukum menjadi alasan mengapa masyarakat mendkiqaerasi.

Berbicara tentang kewenangan Dinas Koperasi dan Ulksklain mengesahkan akta
pendirian koperasi, juga memonitor/mengawasi damiomea koperasi, dan atas nama Menteri
melakukan pembubaran koperasi, seperti yang dddlam Pasal 24-29 PP Nomor 9 Tahun
1995. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Koperasialmdhporan berkala dan tahunan serta
neraca rugi laba yang diajukan oleh koperasi.

Pengawasan dan pembinaan Dinas Koperasi dan UKdéher hanya dilakukan terhadap
koperasi yang terdaftar, karena bagi koperasi yiaad terdaftar tidak mungkin dapat dikontrol
berhubung ketiadaan data. Koperasi yang terdafaydiah koperasi yang telah berbadan
hukum, hal ini disebabkan karena persyaratan [samg@ Akta Pendirian berikut Anggaran
Dasar suatu koperasi yang dilakukan oleh Mentepefasi dan UKM sebenarnya merupakan
tahapan untuk mendapatkan status badan hukundeReya, adanya kewenangan pengesahan
akta pendirian koperasi, maka Dinas Koperasi mk&miliata-data tentang koperasi yang
berbadan hukum yang ada di Surakarta, dan atas dataini Dinas melakukan pengawasan
dan kontrol terhadap koperasi yang bersangkutan.

Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM terhadap aldivkeperasi termasuk koperasi
simpanan pinjam (KSP) dilakukan secara berkalapomasetiap waktu dengan cara memeriksa
secara langsung terhadap koperasi maupun melakmnegiksaan atas laporan berkala dan
tahunan yang dibuat koperasi . Berdasarkan hmesiheriksaan secara langsung maupun laporan
tahunan, Dinas mengetahui keadaan koperasi bdugang dan selanjutnya mengkategorikan
menjadi koperasi aktif dan pasif dan beku. Perggj@ian ini didasarkan pada kinerja koperasi
yang dilihat dari dipenuhinya syarat formal yangwajibkan pada koperasi, Yyaitu
terselenggaranya rapat anggota dan laporan keugmgandisusun oleh koperasi.. Kemudian
berdasarkan hasil pengawasan tersebut Dinas &sigan UKM melakukan pembinaan.

Sekalipun pengkategorian koperasi aktif, pasif d&ku bukanlah kosep hukum, tetapi
konsep tersebut mengandung masalah hukum. Haldasarkan pada kriteria yang digunakan

untuk memberikan status pada masing-masing koptesbut yaitu terpenuhi atau tidaknya
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kewajiban yang harus dilakukan koperasi. Masaldtumuapakah yang ada pada ketiga status

yang berbeda tersebut? Tulisan ini hendak mengkagalah hukum koperasi pasif dan beku.

KOPERASI PASIF DAN BEKU

Seperti telah disebutkan di atas bahwa koperad, gktsif dan beku merupakan konsep
administrasi yang pengkategoriannya didasarkanemefminya kewajiban yang seharusnya
dilaksanakan oleh suatu koperasi.

Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakapatranggota (RA) minimal rapat
anggota tahunan (RAT) dan membuat laporan keuanfaperasi beku adalah koperasi tidak
lagi memiliki anggota, sehingga tidak melaksanaRan tetapi hanya memiliki pengurus.

Mengapa laporan keuangan dan rapat anggota (RAflikhn sebagai indikator untuk
mengkategorikan koperasi menjadi aktif dan pasiaseeku? Karena kedua indikator itu dapat
digunakan untuk mengetahui aktivitas sebuah kopefaperasi yang membuat laporan dan
melakukan RA logikanya adalah koperasi yang mas#dnjalankan usaha dan memiliki
perangkat organisadiaporan keuangan merupakan deskripsi dari kegiasaha koperasi dan
perhitungan rugi laba dalam satu tahun, dan RA pakan ajang bagi pemilik modal untuk
merencanakan kebijakan koperasi dan mengevalugsatia yang telah dilakukan. Pemilik
modal adalah anggota yang menyetor modal --simpgokok dan simpanan wajib sebagai
sumber modal koperasi-- dan mengendalikan/mengagesak langkah koperasi agar tetap
sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya (&t Tamba, 2001 him 29). Artinya,
koperasi yang membuat laporan keuangan dan memgeEeakan RA diasumsikan sebagai
koperasi yang menjalankan aktivitas, buktinya pi&mimodalnya masih melakukan
perencanaan, mengevaluasi dan pengurusnya menuakgiatan usahanya serta rugi laba
dalam bentuk laporan keuangan. Pernyataan iniqugigggambarkan bahwa sebagai perusahaan
koperasi juga memiliki tujuan mendapatkan keuntanga

Sementara itu pengertian koperasi pasif adalahrkepgang membuat laporan keuangan
tetapi tidak pernah menyelenggarakan RA walaupuasitmmemiliki anggota. Logikanya, jika
RA tidak pernah diselenggarakan berarti para pknyé tidak pernah merencanakan kebijakan
yang akan dijalankan badan usahanya yaitu kopetasi laporan yang disusun semata-mata
sebagai bentuk kewajiban rutin yang dibuat pengwasDalam koperasi pasif, bisa jadi

kegiatan usaha dijalankan akan tetapi keterlibgemiliki modal diabaikan. Padahal anggota
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sebagai pemilik modal equity atau modal yang mggang resiko (Hadikusuma, 2002 him 96;
Pachteet.al, 2005 him. 86) memiliki hak untuk mengontrol kopsir Sedangkan dalam koperasi
yang berstatus beku, indikator ketiadaan anggatatsmencerminkan bahwa koperasi itu tidak
menjalankan usaha karena pemilik modalnya tidak ada

Apabila mengkaji pengkategorian tersebut, makas&p koperasi aktif, pasif dan beku
merupakan konsep administrasi yang semata-mat&k umemudahkan Dinas Koperasi dan
UKM melakukan pembinaan, namun pengkategoriaridak dapat digunakan untuk mengukur
produktivitas yang sebenarnya suatu koperasnhyartkoperasi yang aktif merupakan koperasi
yang selalu untung sebaliknya koperasi pasif #&dltgperasi yang merugi. Asumsinya, bisa
saja terjadi suatu koperasi tidak pernah melaksandkA tetapi menjalankan usaha dengan
sukses karena anggotanya yang jumlahnya sedikéligak sebagai pengurus dan pengawas
koperasi layaknya sebuah persekutuan firma atasekatuan komanditer sehingga mendapat
keuntungan, atau sebaliknya suatu koperasi yarigp terelakukan RA dan membuat laporan
tetapi jumlah kredit macetnya banyak sehingga aemgemerugi, buktinya pada tahun 2007 ada
beberapa koperasi aktif di Surakarta yang digugaditurnya karena wanprestasi yang
disebabkan kredit macet.

Selain itu, ketiga kategori koperasi —aktif, pasifin beku-- tersebut tidak memiliki
konsekwensi hukum yang berbeda berkenaan dengtus sieganisasinya, karena ketiganya
masih sebagai badan hukum yang dapat melakukamaiarb hukum dan memiliki kekayaan
tersendiri. Koperasi yang masuk kategori bekwgktiderta merta dapat dibubarkan oleh Dinas
Koperasi dan UKM. Bertitik tolak pada beberapa infasi yang diperoleh dari data sekunder
dapat disimpulakn bahwa Dinas akan melaksanakanbipaan terlebih dahulu sebelum
membubarkan.Oleh sebab itu adalah kurang tepatlapgadperasi pasif adalah koperasi yang
merugi dan koperasi beku diidentikan dengan kopgeasy menjalani proses pembubaran.

Selanjutnya, apakah koperasi sebagai badan usahg beranggotakan orang seorang dan
memiliki modal —simpanan pokok dan wajib serta ogada-- tidak mengandung masalah
hukum, sekalipun tidak memenuhi ketentuan yangudidalam UU Perkoperasian? Mengapa
hal ini dipertanyakan, karena menurut UU Perkogpara membuat laporan keuangan dan
menyelenggarakan rapat anggota merupakan kewayidag harus dilaksanakan oleh sebuah

koperasi.

47



WACANA HUKUM VOLUME VII, NO 2, OKTO. 2008

MASALAH HUKUM KOPERASI PASIF DAN BEKU

Dalam koperasi pasif, masalah hukum yang terkanddinglalamnya adalah pertama,
pelanggaran terhadap hak anggota sebagai pemitilalnomtuk turut menentukan kebijakan dan
menyetujui pertanggungjawaban pengurus. MenuasalP20 Ayat (2) huruf a Undang
Undang Perkoperasi, anggota memiliki hak mengh&ii Sedangkan menurut Pasal 22 ayat
(1) RA adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalgperasi, dan salah satu kewenangannya
mengesahkan laporan keuangan. Oleh sebab itupralagahunan tidaklah dapat diwujudkan
jilka RA tidak pernah diselenggarakan. Logika hukyajn laporan keuangan dan laporan
tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengarus mendapat persetujuan dari RA,
sehingga kalau RA tidak pernah dilaksanakan makerdam tahunan tidak akan pernah
memperoleh keabsahan. Padahal pengesahan atauujperselaporan tahunan oleh RA
merupakan penerimaan pertanggungjawaban penguedsnifaannya, bagaimanakah caranya
pihak pengurus dapat menyerahkan laporan tahumsebté pada Menteri cq Dinas Koperasi
dan UKM jika laporannya tidak mendapat pengesal@nRA? Jika langkah ini terjadi, maka
dapat dinyatakan bahwa koperasi pasif sebenarog#u skeadaan yang melanggar UU
Perkoperasian Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ yang makgat bahwa pengurus bertugas
menyelenggarakan rapat anggota; Pasal 31 meyatathwa pengurus bertanggungjawab
mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi stmanya kepada rapat anggota atau rapat
anggota luar biasa, dan Pasal 37 yang menyatakiawabaersetujuan terhadap laporan |,
termasuk perhitungan tahunan merupakan penerimg@amggungjawaban pengurus oleh rapat
anggota. _KeduaRA merupakan salah satu alat perlengkapan orgarkegerasi, sehinggga
kalau suatu koperasi tidak pernah menyelenggar&®arberarti salah satu alat perlengkapan
koperasi yang bersangkutan tidak berfungsi, walaugpecara normatif dalam AD/ART -nya
diakui keberadaan dan peran RA. Dengan demikianerasp yang bersangkutan dapat
dikategorikan meanggar Pasal 21 UU Perkoperasiag ygenyatakan bahwa alat perelengkapan
koperasi terdiri dari RA, Pengurus dan Pengawas.

Namun demikian, sekalipun koperasi yang tidak reEmggarakan RA dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran baik terhadap UU Perkoperasaapun terhadap Anggaran Dasar (yang
berlaku sebagai undang-undang bagi semua unsurdsipe tetapi UU Perkoperasian tidak
mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran etanggaran ketentuan Perkoperasian diatur
dalam PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran &sip&alam Pasal 3 ayat (1) huruf a PP
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itu ditentukan bahwa menteri dapat membubarkan respeapabila koperasi tidak memenuhi
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1&89arg Perkoperasian, dan atau tidak
melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Kopgeras bersangkutan.

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) hueutersebut di atas seharusnya Dinas
Koperasi dan UKM dapat membubarkan koperasi pkargEna koperasi ini tidaklah memenuhi
kriteria yang diwajibkan dalam UU Perkoperasian ABMART nya, yaitu penyelenggaraan RA.

Tidak berbeda dengan koperasi pasif, koperasi hmku mengandung masalah hukum.
Masalah hukum yang akan mengemuka dalam koperagi tydak operasi dan tidak memiliki
anggota adalah: _pertamaenyangkut tentang ketiadaan anggota. Sebenastija) ketiadaan
anggota untuk mengkategorikan koperasi beku kuahinggpat, karena tidak ada koperasi yang
tidak ada anggotanya sama sekali, koperasi yaa§ adggotanya sama sekali berarti tidak ada
organisasinya. Tetapi bagi koperasi beku sekalipamy ada hanya pengurus dan pengawas,
mereka tetaplah anggota koperasi. Pasal 6 UU Per&sian menentukan jumlah minimal
anggota koperasi primer yaitu 20 orang. Namun ritets itu hanya berlaku pada saat
pembentukan koperasi, tetapi setelah koperasi énjatankan usahanya tidak ada aturan yang
mengatur batas minimal jumlah anggota dalam suaperasi. Selanjutnya, jika koperasi beku
merupakan koperasi yang tidak memiliki anggota,abagna status harta termasuk modal
cadangan koperasi, apakah bercampur dengan hggatanya ataukah masih berstatus sebagai
harta badan hukum?. Hal ini berbeda dengan ketentaag berlaku bagi Perseroan Terbatas,
ada batasan jumlah minimal pemegang saham dalanyaRli 2 orang, dan satu orang
dimungkinkan memegang seluruh saham perusahaam llatam waktu enam bulan, apabila
jangka waktu tersebut sudah berlalu dan yang bgks#an masih menjadi pemegang tunggal,
maka pemegang saham mempunyai tanggung jawab pubadk seluruhnya (Pasal 7 ayat (6)
UU Nomor 40 Tahun 2007). Selanjutnya, pihak ketigag berkepentingan dengan PT dapat
meminta Pengadilan Negeri untuk membubarkan PT ymergangkutan. _ Keduakalau
koperasi sudah tidak memiliki anggota, maka tideknaada rapat anggota tahunan. Padahal RA
adalah salah satu alat perlengkapan dalam kopé&tasiadalah pemegang kekuasaan tertinggi
dalam koperasi. Apabila yang tersisa sebagai dagkmperasi adalah mereka yang menjadi
pengurus dan pengawas, maka tak beda koperasi eéngad persekutuan firma atau
komanmditer, karena posisi anggota sekaligus sepaggelola perusahaan sehingga tangggung

jawab pengurus dan pengawas bagaimanapun keadaaradglah secara pribadi untuk

49



WACANA HUKUM VOLUME VII, NO 2, OKTO. 2008

seluruhya. Jadi secara materiel organisasi ituahdéirma walaupun secara formal mereka
adalah badan hukum. Ketigapabila koperasi tidak memiliki anggota, makpekasi tidak akan
memperoleh tambahan modal yang berasal dari simppokok dan simpanan wajib, yang
menjadi modal equity atau modal yang mengandungaesKeempat jika koperasi tidak lagi
menjalankan usaha, maka perikatan yang dibuat depgzak ketiga akan sulit dipenuhi,
terutama yang menyangkut dengan simpanan pihagaketarenanya koperasi dapat digugat
oleh penyimpan dengan alasan wanprestasi. Kelneayangkut kegiatan yang dilakukan oleh
koperasi. Dalam Pasal 3 ayat (1) a Peraturan RaaderNomor 17 tahun 1994 dinyatakan
bahwa Menteri dapat membubarkan Koperasi apabpenasi tidak memenuhi ketentuan dalam
UU Perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketemntalam Anggaran Dasar Koperasi yang
bersangkutan. Dengan demikian suatu koperasi yadgk tmenjalankan usaha dapat
dikategorikan tidak menjalankan UU. Seperti diskbnt dalam Pasal 43 ayat (3) UU
Perkoperasian bahwa koperasi menjalankan usahabdgreran utama di segala bidang
kehidupan ekonomi rakyat. Demikian halnya dalamggaran Dasar memuat tentang kegiatan
usaha koperasi, rapat anggota dan sisa hasil ugstag. dasar pelanggaran terhadap peraturan
dan perikatan dasar yang berlaku bagi anggoteoperasi dapat dibubarkan Menteri. Keenam,
dalam Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1995 disebutkawabdoperasi akan dijatuhi sanksi
administrasi apabila tidak melaksanakan ketentuasalP26 ayat (1) yaitu memyampaikan
laporan berkala dan tahunan pada Menteri, sehikggarasi yang beku akan dikenai sanksi
karena tidak membuat laporan berkala. Namun demilpada kenyataannya Dinas Koperasi

dan UKM Kota Surakarta belum menegakkan ketentwan i

PENUTUP

Konsep koperasi pasif dan beku sebenarnya sargjademasalah hukum, selain tidak
dipenuihi ketentuan formal yaitu Rapat Angggota daporan Keuangan , kedua kategori
kopersi tersebut tidak akan dapat memenuhi hak aaggpperasi turut mengontrol jalannya
koperasi. Oleh sebab itu, guna memberikan perligdnrkepada kreditur maupun calon anggota
koperasi seharusnya Dinas Koperasi dan UKM vyang ilkénotoritas pengawasan dan
pembinaan kepada koperasi hendaknya segera merkbnbasperasi yang bersangkutan dan
memberikan informasi kepada masyarakat tentangdegakioperasi yang ada di wilayah binaan

masing-masing dinas Koperasi.
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Pada saat yang bersamaan, hendaknya pemerintata segamandemen UU Perkoperasi
yang tidak sesuai lagi pertumbuhan ekonomi yangdad@m masyarakat, maraknya koperasi
yang tidak memenuhi syarat formal hendaknya pewitud konsekwensi hukumnya terutama
yang menyangkut tanggung jawab pengurusnya. Sehipgggurus benar-benar bertangggung
jawab dalam mengelola koperasi baik yang berkaiamgan usahanya maupun organisasinya.
Dengan adanya tanggung jawab pribadi yang dikendepada pengurus koperasi yang
anggotanya kurang dari 20 orang atau tidak menggkmakan RA, maka pengurus tidak akan
menyalah gunakan koperasi untuk kepentingan pribpehgurusnya, misalnya untuk

mendapatkan fasilitas modal lunak dari pemerintah.
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